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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun 

dengan baik. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Renstra  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan, 

yang disusun berdasarkan sistematika penyusunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 

yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. 

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 5 (lima) tahunan guna lebih 

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan  dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan  Renstra ini dapat 

menjadi acuan dalam proses perencanaan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan 

tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang 

telah dicanangkan. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan tahunan. 

Semoga dokumen Renstra Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi 

kita semua. 

                Padang,       Oktober 2021 
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

 

ZAENUDIN, SE, MM 
Pembina Utama Madya 

                NIP. 19621025 198503 1 0022017 

 

Program Keuangan
Typewritten text
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 

2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun, sebagai langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah 

pada perangkat daerah, yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah 

perencanaan strategik yang baik. 

 Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

 Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan Permendagri 

Nomor 86 Tahun 2017 ini terdiri atas: 

1) Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi: 

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim 

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah,  

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, 

c. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Rentra Perangkat Daerah,  

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan 

SIPD. 

2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, meliputi: 

a. analisis gambaran pelayanan, 

b. analisis permasalahan, 

c. penelahan dokumen perencanaan lainnya, 

d. analisis isu strategis, 
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e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan 

indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, 

f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, 

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi 

kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif 

dalam rancangan awal RPJMD. 

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika paling sedikit 

memuat: 

a. pendahuluan, 

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, 

c. permasalahan dan isu strategi Perangkat Daerah, 

d. tujuan dan sasaran, 

e. strategi dan arah kebijakan,  

f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, 

g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, 

h. penutup. 

3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan 

awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang 

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah 

kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. 

4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat 

Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. 

5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud 

dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan 

Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah 

yang  ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. 
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6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.  

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah 

kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Berdasarkan saran dan rekomendasi 

kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat 

Daerah, dan disampaikan kepada BAPPEDA untuk dilakukan penetapan Renstra 

Perangkat Daerah dengan Perkada. 

Gambar 1.  Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

 
Sumber: Permendagri 86/2017 (diolah) 

 Renstra disusun sesuai dengan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat  yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Juga disesuaikan dengan Tugas 

Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada 

Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Tugas Pokok Badan Pendapatan 

Daerah adalah membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana 

perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang  menjadi 

kewenangan Daerah Provinsi. 
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Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai 

Fungsi: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan 

daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 

b. Penyelenggaraan pengelolaaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah 

menjadi kewenangan daerah provinsi. 

c. Penyelenggaraan administrasi Badan. 

d. Penyelenggaaran evaluasi dan pelaporan Badan. 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh 

komponen di Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan arah 

kebijakan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun kedepan. Selain 

berpedoman pada Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), Renstra  juga mengacu kepada 

kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 khususnya 

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu pada misi yang 

ketujuh dalam upaya mencapai visi pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu 

Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. 

 Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga memiliki 

keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga 

Pemerintahan Non Kementerian (Renstra K/L). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri dari 

perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan 

perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem 

perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan  untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat ditingkat pusat dan daerah. 
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I.2.  Landasan Hukum 

1.     Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

5.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara 

RI Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573); 

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4890):  
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9.     Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 6523); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 

Nomor 80); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 

Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan 

dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 

2083); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 

Tahun 2008); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-

2032(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 12); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2022-2026; 

25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 

26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor  

65); dan 
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27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas 

Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

I.3.  Maksud dan Tujuan 

Maksud 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-

2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program 

dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2016 

yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan 

dan memberikan arah penyusunan rencana tahunan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. 

Tujuan 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-

2026 bertujuan sebagai berikut: 

1. Memberikan arah  dan pedoman mengenai apa yang ingin diwujudkan oleh Badan 

Pendapatan Daerah, tindakan yang akan dilakukan dan ukuran keberhasilan 

pecapaian tujuan dan sasaran/strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 

2. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah dan 

Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026. 

3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

I.4.   Sistematika Penulisan 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dalam pembuatan 

Renstra, serta sistematika penulisan Renstra. 
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1.1.  Latar Belakang 

 Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra 

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, 

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat 

Daerah.  

1.2.  Landasan Hukum 

 Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, 

dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan 

fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat 

Daerah. 

1.4.  Sistematika Penulisan  

 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta 

susunan garis besar isi dokumen.  

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

BAB ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber 

daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, 

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi 

melalui Renstra Perangkat Daerah ini.  

2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, 

struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan 

satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi 
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Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata 

laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).  

2.2.  Sumber Daya Perangkat Daerah 

 Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat 

Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, 

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.  

2.3.  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan 

sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk 

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau 

indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

yang menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau 

dari kinerja pelayanan periode sebelumnya serta menggambarkan potensi dan 

permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah. 

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

 Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat 

Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi 

(untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap 

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan 

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi 

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.  

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

BAB ini menjelaskan tentang isu-isu strategi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang 

terdiri atas penggambaran Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

pelayanan Badan Pendapatan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan penggambaran 

telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk 

selanjutnya digambarkan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah yang 

menjadi prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan. 
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3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

3.2.  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait 

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah , 

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat 

Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. 

3.3.  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor 

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L 

ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. 

3.4.  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari 

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.  

3.5.  Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:  

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;  

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;  

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;  

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan  

5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.  

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-

isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang 
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apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun 

rencana.  

 
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

BAB ini menguraikan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, tujuan dan sasaran jangka 

menengah Badan Pendapatan Daerah serta strategi dan kebijakan yang akan dijalankan, 

sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang kemudian 

dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam lima tahun 

kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya. 

4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah.  

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN   

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat 

Daerah dalam lima tahun mendatang yang dapat dapat menunjukkan relevansi dan 

konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, 

sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi 

atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, 

maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.  

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif.  

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  
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BAB VIII. PENUTUP 

Bagian ini berisikan kesimpulan Renstra secara keseluruhan, bahwa Renstra akan dijadikan 

acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun 2021-2026. 

  



Renstra BAPENDA Prov. Sumbar 2021-2026                Page 14 

 

BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

  

II.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 91 

Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat.  

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 adalah membantu melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak 

daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan 

pengawasan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah 

mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah 

yang menjadi kewenangan daerah provinsi;  

b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi;  

c. penyelenggaraan administrasi Badan;  

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan  

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  
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Gambar 2.  Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

 

Sumber: Pergub Sumbar Nomor 91 Tahun 2020 

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, maka Badan Pendapatan Daerah 

dipimpin oleh Kepala Badan, dengan uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;  

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang keuangan aspek pendapatan daerah;  

c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek 

pendapatan daerah meliputi penerimaan pendapatan pajak daerah, penerimaan 

pendapatan retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain serta 

pembinaan dan pengawasan;  

d. menyelenggarakan koordinasi bidang pengelolaan pendapatan daerah; 

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pendapatan;  
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f. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah meliputi pajak 

daerah, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain serta pembinaan dan 

pengawasan;  

g. menyelenggarakan monitoring bidang pendapatan;  

h. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait 

lainnya dalam bidang pendapatan Daerah;  

i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;  

j. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;  

k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;  

l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintahan;  

m.menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Badan;  

n. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;  

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan  

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Badan dibantu oleh 1 

(satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan 

Pendapatan Lain-lain, Bidang Pembinaan dan Pengendalian, dan UPTD, serta Jabatan 

Fungsional. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020, Uraian Tugas Pokok dan 

Fungsi pada masing-masingnya sebagai berikut: 

1) Sekretariat 

Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan 

program dan keuangan. 
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Fungsi : a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian 

bahan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan 

daerah yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;  

b. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, 

pengadministrasian keuangan dan asset, kepegawaian dan 

umum; dan  

c. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata 

laksana di lingkungan Badan. 

Uraian Tugas : a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan Bidang-Bidang dan 

UPTD;  

b. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan 

Badan;  

c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi 

penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem 

akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan; 

d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi 

pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan 

kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta 

pensiun pegawai Badan;  

e. melaksanakan koordinasi dan penataan organisasi dan tata 

laksana di lingkungan Badan;  

f. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan 

meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan 

barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem 

informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan 

kearsipan Badan;  

g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan 

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;  

h. melaksanakan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 

PK, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 

lingkup Badan;  
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i. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;  

j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat;  

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan.  

Sekretariat membawahi :  

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  

b. Sub Bagian Keuangan dan Program. 

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut: 

a.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi 

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang 

Umum dan Kepegawaian.  

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

di bidang Umum dan kepegawaian;  

b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengelolaan kepegawaian 

di lingkungan Badan; dan  

c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.  

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang 

Umum dan Kepegawaian;  

b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;  

c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis 

jabatan, analis beban kerja dan evaluasi jabatan di 

lingkungan Badan;  

d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan 

Badan;  

e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;  

f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan;  
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g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;  

h. menyiapkan  bahan  penataan  organisasi  dan  pelaksanaan 

ketatalaksanaan;  

i. menyiapkan  bahan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan 

pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Umum dan 

Kepegawaian di lingkungan Badan; dan  

j. melaksanakan  tugas  kedinasan  lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

b.    Sub Bagian Keuangan dan Program 

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi 

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang 

Keuangan dan Program.  

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Keuangan dan Program;  

b. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan 

kegiatan di lingkungan Badan; dan  

c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian 

pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.  

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Keuangan dan Program;  

b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Badan;  

c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan 

kegiatan  

d. penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja 

(RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, dan 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan;  

e. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan 

pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah 

Membayar (SPM);  

f. menyiapkan bahan penyusunan pembukuan keuangan dan 
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perhitungan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan;  

g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan 

SOP urusan penyusunan program dan keuangan;  

h. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang 

Keuangan dan Program di lingkungan Badan;  

i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan 

Program di lingkungan Badan; dan  

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

2)   Bidang Pajak Daerah 

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah, 

meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah Lainnya serta Pendataan dan 

Pelaporan Pajak Daerah.  

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor;  

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Pajak Daerah Lainnya; dan  

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.  

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemungutan dan pelayanan pajak daerah;  

b. mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan di 

bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah;  

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemungutan 

dan pelayanan pajak daerah dengan unit kerja terkait;  

d. melaksanakan pendataan pajak daerah, pengolahan data dan 

pelaporan pajak daerah;  
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e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi inovasi pelayanan 

publik terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah;  

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  

g. pemungutan dan pelayanan pajak daerah berdasarkan peraturan  

h. perundang-undangan yang berlaku; dan  

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan.  

Bidang Pajak Daerah membawahi :  

a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: 

b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya: dan 

c. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah. 

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut: 

a. Sub Bagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis,pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor;  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan  

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Pajak  

b. Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor;  

c. menginventarisasi subyek dan obyek Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  

d. menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan dan 

perubahan tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor serta bahan perumusan 
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dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor;  

e. menyiapkan bahan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

(NJKB); 

f. menyiapkan bahan usulan produk hukum pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor;  

g. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan 

serta teknis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor;  

h. menyiapkan bahan data dan kajian untuk mendukung 

penyusunan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  

i. menggali sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah;  

j. membuat laporan estimasi penerimaan UPTD untuk bahan 

penyusunan target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor;  

k. menyiapkan bahan sosialiasi dan publikasi inovasi elayanan 

publik terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah;  

l. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi 

terkait;  

m.menyiapkan    bahan   pelaksanaan   monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan  

n. melaksanakan  tugas kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh 

pimpinan. 
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b. Sub Bagian Pajak Daerah Lainnya 

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

perencanaan dan pengembangan serta pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pajak daerah lainnya 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pajak Daerah Lainnya; dan  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pajak Daerah 

Lainnya. 

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Pajak Daerah Lainnya yang meliputi Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;  

b. menginventarisasi subyek dan obyek Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;  

c. menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan dan 

perubahan tarif pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dan 

d. Pajak Air Permukaan serta bahan perumusan dasar pengenaan 

Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;  

e. menyiapkan usulan produk hukum pengenaan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;  

f. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan 

serta teknis pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Air Permukaan;  

g. menyiapkan bahan usulan dan kajian penetapan target 

penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Air Permukaan;  

h. melakukan verifikasi dokumen penerimaan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;  

i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi 

terkait di bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Air Permukaan;  



Renstra BAPENDA Prov. Sumbar 2021-2026                Page 24 

 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Air Permukaan; dan  

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan.  

c. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah 

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

perencanaan, pengembangan pendataan, pelaporan pajak 

daerahdan bagi hasil pajak daerah. 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah; dan  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pendataan dan 

Pelaporan Pajak Daerah 

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah;  

b. melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan 

pajak daerah dengan UPTD dan instansi terkait;  

c. menyiapkan data penerimaan objek dan subjek pajak daerah 

dalam penyusunan estimasi penerimaan pajak daerah untuk 

rencana target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Murni dan Perubahan;  

d. menyiapkan data pembukuan dan pelaporan, tunggakan pajak 

daerah serta piutang pajak daerah;  

e. menyiapkan bahan pertimbangan atas keberatan pajak dan 

restitusi pajak;  

f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi 

terkait di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah;  

g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah; dan  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan.  
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3.   Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain 

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan pelaksanaan di penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak 

serta pendapatan lain-lain. 

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah;  

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Bagi Hasil Pajak dan; dan  

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Pendapatan Lain-Lain; 

Uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Retribusi 

Daerah, Bagi Hasil Pajak serta Pendapatan Lain-lain;  

b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terkait target dan 

tarif retribusi daerah;  

c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan 

obyek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi 

daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;  

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap 

kebijakan penerimaan bagi hasil pajak;  

e. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialiasi, monitoring serta 

klasifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak 

serta pendapatan lain-lain;  

f. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan 

retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;  

g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota terkait bagi hasil pajak;  

h. melaksanakan koodinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dana 

transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);  

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak dan 

Pendapatan Lain-lain; dan  
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j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain membawahi :  

a. Sub Bidang Retribusi: 

b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak: dan 

c. Sub Bidang Pendataan Lain-lain 

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut: 

a.   Sub Bagian Retribusi 

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah meliputi 

penetapan kebijakan penerimaan retribusi daerah provinsi; 

pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah provinsi, fasilitasi, 

supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah. 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Retribusi Daerah; dan  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Retribusi Daerah.  

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penerimaan 

retribusi daerah;  

b. menyiapkan bahan data objek dan potensi retribusi daerah 

sebagai dasar perhitungan penetapan target retribusi daerah;  

c. menyiapkan bahan usulan produk hukum pemungutan dan 

pengelolaan retribusi daerah;  

d. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan 

serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;  

e. menyiapkan bahan perumusan penetapan dan perubahan tarif 

retribusi daerah; 

f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanana, fasilitasi, 

sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi 

daerah;  

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
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tugas di bidang Retribusi Daerah; dan  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan.  

b.   Sub Bidang Bagi Hasil Pajak 

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang Bagi Hasil Pajak yang berasal dari 

pemerintah pusat. 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Bagi Hasil Pajak. 

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Bagi 

Hasil Pajak yang berasal dari pemerintah pusat;  

b. menyiapkan bahan data analisis terhadap potensi dan alokasi 

penerimaan bagi hasil pajak;  

c. menyiapkan bahan perhitungan alokasi bagi hasil pajak untuk 

Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan peraturan 

pelaksanaan bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota;  

d. menyiapkan data pendukung sebagai bahan koordinasi dan 

fasilitasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi dengan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi 

terkait untuk penerimaan bagi hasil pajak;  

e. menyiapkan bahan sosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan dana bagi hasil bersama instansi terkait;  

f. menyiapkan bahan laporan realisasi dan evaluasi terhadap 

penerimaan bagi hasil pajak; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang Bagi Hasil Pajak; dan  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 
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c.   Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain 

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pendapatan lain-lain. 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pendapatan Lain-Lain; dan  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pendapatan Lain-

lain. 

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

pendapatan lain-lain;  

b. menyiapkan bahan penyusunan konsep peraturan, peraturan 

pelaksanaan, dan petunjuk teknis penerimaan dari pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;  

c. menyiapkan bahan analisis penyusunan potensi dan rencana 

penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-

lain pendapatan daerah;  

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansti 

terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;  

e. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi 

terkait untuk validasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan 

lain-lain pendapatan daerah; 

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi ke instansi terkait 

untuk mengetahui tingkat capaian realisasi penerimaan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan 

daerah;  

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait 

dengan penerimaan dari dana transfer Dana Alokasi Umum 
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(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah 

(DID);  

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang pendapatan lain-lain; dan  

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

 

4.  Bidang Pembinaan dan Pengendalian 

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi 

dan pembinaan serta pengendalian internal di bidang administrasi 

umum dan keuangan, hukum dan perundang-undangan serta 

evaluasi dan pelaporan kinerja.  

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian administrasi 

umum dan keuangan;  

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian hukum dan 

perundang-undangan;  

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja;  

Uraian tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

Pembinaan dan Pengendalian. 

b. menyiapkan bahan pembinaan teknis administrasi dan 

operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan 

yang berlaku;  

c. menyiapkan kajian hukum dan perundang-undangan di bidang 

administrasi umum, keuangan dan pendapatan;  

d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur 

pajak daerah dan retribusi daerah;  

e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait 

dengan pendapatan daerah;  
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f. pengendalian dan evalusi sistem administrasi pelayanan pajak 

daerah dan retribusi daerah;  

g. melaksanakan koordinasi dengan pengawas eksternal; 

h. melaksanakan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan 

pengawas eksternal;  

i. melaksanakan evaluasi kinerja;  

j. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja;  

k. k.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan  

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi :  

a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;  

b. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;  

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut: 

a.   Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan 

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan 

terkait operasional pemungutan pajak daerah.  

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan 

Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah; dan  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait 

operasional pemungutan pajak daerah.  

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan 

Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah;  
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b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian administrasi 

umum dan keuangan terkait operasional pemungutan pajak 

daerah;  

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian 

administrasi umum dan keuangan terkait operasional 

pemungutan pajak daerah;  

d. melaksanakan koordinasi dengan pengawas internal dan 

eksternal;  

e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan 

eksternal;  

f. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait 

pelayanan pajak;  

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pembinaan dan 

pengendalian administrasi umum; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Umum dan Keuangan; dan  

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

b.   Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan 

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hukum 

dan Perundang-undangan. 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Hukum dan 

Perundang-undangan.  

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Hukum dan Perundang-undangan;  

b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian hukum dan 

perundangundangan;  
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c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian 

hukum dan perundang-undangan;  

d. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan 

Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang 

pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan unit 

kerja/intansi terkait;  

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi standar operasional 

prosedur pajak dan retribusi daerah; 

f. melaksanakan bahan fasilitasi dan pembinaan legal drafting 

produk hukum di bidang pendapatan Provinsi, Kabupaten dan 

Kota;  

g. melaksanakan pengelolaan data hukum dan perundang-

undangan serta monitoring pelaksanaan/penerapan peraturan 

perundang-undangan;  

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan  

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

c.   Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang 

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. 

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Evaluasi dan 

Pelaporan Kinerja. 

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;  

b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang 

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;  

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di 
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bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;  

d. menyiapkan dokumen laporan kinerja berupa Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Insatasi Pemerintah (LAKIP) Badan; 

e. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal;  

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas di bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan  

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.  

 

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu 

di lingkungan Badandibentuk UPTD Badan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera 

Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: 

A. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 18 (delapan belas UPTD),  

yaitu: 

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang; 

2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi; 

3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman; 

4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh; 

5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok; 

6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar; 

7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang; 

8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan; 

9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung; 

10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping; 

11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung; 

12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto; 

13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek; 

14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung; 
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15. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro; 

16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka; 

17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak;  

18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman;  

B. UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah. 

Adapun susunan organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing UPTD sesuai 

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

A.    UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di lapangan sesuai dengan bidang 

teknisnya. 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas: 

1) Kepala UPTD; 

2) Sub Bagian Tata Usaha; 

3) Seksi Penetapan Penerimaan; 

4) Seksi Penagihan Penerimaan; dan 

5) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut : 

1) Kepala UPTD 

Kepala UPTD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. melakukan pendaftaran dan penetapan, penagihan, dan pelaporan pendapatan 

daerah;  

b. melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah; 

c. memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

d. melakukan koordinasi di lapangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; 

dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2) Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 

administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset dan tugas-tugas 

yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi : 

a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan 

kearsipan; 

b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 

d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Seksi Penetapan Penerimaan 

Seksi Penetapan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan 

penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat. 

Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan, meliputi : 

a. mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Sementara (SKPDS) yang ditetapkan secara sistem; 

b. menetapkan pajak daerah; 

c. menatausahakan urusan pendataan, pendaftaran objek pajak dan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD); 

d. menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; 

e. menerima dan memproses surat keberatan pajak; 

f. menerima dan memproses permohonan restitusi pajak; 

g. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; 

h. melayani, menerima, dan meneliti SPT yang diserahkan oleh Wajib Pajak; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

4) Seksi Penagihan Penerimaan 

Seksi Penagihan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan 

penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat. 

Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan, meliputi : 

a. melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak; 
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b. menerbitkan surat teguran; 

c. menagih kembali pajak yang kurang bayar; 

d. melaksanakan razia pajak; 

e. memblokir kendaraan yang terjaring razia; 

f. nelaksanakan proses administrasi pelepasan blokir kendaraan; 

g. menatausahakan tugas seksi penagihan serta membukukan realisasi tunggakan; 

dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

B. UPTD Sistim Informasi Pendapatan Daerah 

UPTD  Sistem  Informasi  Pendapatan Daerah  mempunyai  tugas melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang 

implementasi sistem informasi pendapatan daerah. 

UPTD Sistem Informasi Pendapatan  Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Susunan Organisasi UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri atas : 

1) Kepala UPTD; 

2) Sub Bagian Tata Usaha; 

3) Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi; 

4) Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi; dan 

5) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut : 

1) Kepala UPTD 

Kepala UPTD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis 

pengembangan dan pemeliharaan serta pembinaan di bidang perangkat lunak dan 

perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah; 

b. pelaksanaan pengkajian program kerja, pengkajian bahan kebijakan teknis, 

pengembangan sistim informasi pendapatan daerah  dan pemeliharaan sistem 

informasi pendapatan daerah serta pembinaan sistim informasi pendapatan daerah; 

c. pelaksanaan fasilitas sistem informasi pendapatan daerah; 

d. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem informasi pendapatan daerah; 
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f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi pendapaan 

daerah dengan unit kerja terkait; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2) Sub Bagian Tata Usaha 

Sub   Bagian   Tata   Usaha   mempunyai   tugas   pengelolaan administrasi, 

ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, 

organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD 

Sistem Informasi Pendapatan Daerah. 

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi : 

a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan 

kearsipan; 

b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 

d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

3) Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi 

Seksi  Perangkat  Lunak  Sistem  Informasi  mempunyai  tugas menyelenggarakan 

tugas pengembangan perangkat lunak sistem informasi  pendapatan daerah. 

Uraian  tugas  Seksi Perangkat Lunak  Sistem  Informasi, meliputi :  

a. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan perangkat lunak sistem 

informasi pendapatan daerah; 

b. menyiapkan bahan  penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan perangkat lunak 

sistem informasi pendapatan daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan perangkat 

lunak sistem informasi pendapatan daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan data pengkajian pengembangan perangkat lunak sistem 

informasi pendapatan daerah; 

e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat lunak sistem 

informasi pendapatan daerah; 

f. melaksanakan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambil kebijakan; 
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g. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat lunak sistem infromasi 

pendapatan daerah; 

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

4) Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi 

Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas 

pengembangan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah. 

Uraian  tugas  Seksi  Perangkat  Keras Sistem  Informasi, meliputi :  

a. melaksanakan penyusunan program keras pengembangan perangkat keras sistem 

informasi pendapatan daerah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan perangkat keras 

sistem informasi pendapatan daerah; 

c. melaksanakan bahan penyusunan penyelenggaraan perangkat keras sistem 

informasi pendapatan daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan data pengembangan perangkat keras sistem informasi 

pendapatan daerah; 

e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat keras sistem 

informasi pendapatan daerah; 

f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

g. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat keras; 

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

II.2.  Sumber Daya Perangkat Daerah 

 
Berikut ini digambarkan kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat kondisi 1 Juni 2021 setelah pemisahan Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat menjadi BAPENDA dan BPKAD. 
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Tabel 1. Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan 

Kondisi 1 Juni 2021 

IV/e - - - - - - 0 - - - - - - 0 0

IV/d 1 - - - - - 1 - - - - - - 0 1

IV/c - - - - - - 0 - - - - - - 0 0

IV/b 5 4 - - - - 9 1 1 - - - - 2 11

IV/a 4 6 - - - - 10 7 1 - - - - 8 18

III/d 2 21 2 2 - - 27 5 19 1 1 - - 26 53

III/c 2 11 - - - - 13 - 8 - - - - 8 21

III/b - 6 2 7 - - 15 - 5 2 4 - - 11 26

III/a - 11 2 2 - - 15 - 3 4 - - - 7 22

II/d - - - 14 - - 14 - - 1 - - - 1 15

II/c - - - 16 - - 16 - - - 1 - - 1 17

II/b - - - - - - 0 - - - - - - 0 0

II/a - - - - 1 - 1 - - - - - - 0 1

I/d - - - - - 1 1 - - - - - - 0 1

I/c - - - - - - 0 - - - - - - 0 0

I/b - - - - - - 0 - - - - - - 0 0

NO GOL.

PENDIDIKAN

TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN

S-2 S-1
D-IV/
D-III

SLTA SLTP SD JUMLAH S-2 S-1
D-IV/
D-III

SLTA SLTP SD JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

JUMLAH GOL IV 10 10 0 0 0 0 20 8 2 0 0 0 0 10 30

2

JUMLAH GOL III 4 49 6 11 0 0 70 5 35 7 5 0 0 52 122

3

JUMLAH GOL II 0 0 0 30 1 0 31 0 0 1 1 0 0 2 33

4

JUMLAH GOL I 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

JUMLAH PTT 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

JUMLAH 14 59 6 43 1 1 124 13 37 8 6 0 0 64 188

I/a - - - - - - 0 - - - - - - 0 0

 
Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BAPENDA Prov. Sumbar 

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 1 Juni 2021sebagaimana tercantum 

pada Tabel 1 masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 390 orang, sehingga 

masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap 

berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dilaksanakan dengan merangkap tugas  

oleh pegawai yang ada. 

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Khatib 

Sulaiman Nomor 43 Padang, masih bersama dengan OPD Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Renstra BAPENDA Prov. Sumbar 2021-2026                Page 40 

 

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
   Kondisi Juni 2021 

No
Nama

Barang/Jasa

Kondisi Juni 2021

B (Baik)
RR (Rusak 

Ringan)
RB (Rusak 

Berat)
Total 

1 220 2 7

2

3 20 0 0

4 8 0 0

5

6 4 0 0

7

8

9 41 1 1

10 2 0 0

11 3 0 0

12 13 0 0

13

14

15

16 15 0 0

17 79 0 0

18 103 1 0

19 337 19 6

20 73 0 0

21 362 0 0

22 52 0 1

23 263 0 3

24 56 0 0

25 98 0 8

26 66 0 0

27 7 0 0

28 450 20 13

29

30 1 0 0

A.C. Split 229

Alat Penghancur Kertas 20

Camera Digital 8

CCTV - Camera Control Television System 4

Genset 43

Handy Cam 2

Jeep 3

Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Bus 
Samsat Keliling) 

13

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 15

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 79

Kursi Pimpinan 102

Kursi Putar 362

Kursi Rapat 73

Kursi Staf 362

Kursi Tamu 53

Kursi Besi/Metal 266

Lap Top 56

Lemari Besi/Metal 106

Meja Pimpinan 66

Meja Rapat 7

Meja Staf 417

Mesin Antrian 1

Alat Pemadam kebakaran 9 0 0

Cash Box 6 0 0

Dokumen Camera 19 0 0

Faximile 17 0 2

Kipas Angin 36 0 1

Komputer Server 34 0 4

Kulkas 1 0 0

Mesin Absensi 34 2 5

9

6

19

15

35

30

1

27
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No
Nama

Barang/Jasa

Kondisi Juni 2021

B (Baik)
RR (Rusak 

Ringan)
RB (Rusak 

Berat)
Total 

31

32

33

34 2 0 0

35 27 0 0

36 326 4 6

37

38 6 0 0

39 1 0 0

40 4 0 0

41 275 4 10

42

43 386 7 21

44 2 0 0

45

46 7 0 0

47

48 42 0 9

49

50 32 1 4

51 6 0 0

52

53 61 3 0

54

55 75 0 2

56

57

Mesin Antrian 1 0 0

Mesin Hitung 15 0 0

Mesin Tik 10 1 1

Papan Pengumuman 2 0 0

Proyektur (Infokus) 6 0 0

Router 5 0 0

Scanner (Peralatan Personal Komputer) 7 0 0

Sepeda Statis 2 0 0

Telepon 3 0 0

Treadmill 1 0 0

Vacum Cleaner 1 0 0

Wirreless 26 0 0

1

15

8

2

6

5

7

2

3

1

1

26

Mic Conference 2

Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 27

P.C Unit 336

Penangkal Petir 6

Pick Up 1

Pompa Air 4

Printer (Peralatan Personal Komputer) 289

Rak Besi 414

Router 2

Scanner (Peralatan Personal Komputer) 7

Sepeda Motor 51

Server 37

Sound System 6

Televisi 64

UPS (Peralatan Personal Komputer) 77

 

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BAPENDA Prov. Sumbar 

 Dari data sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, Badan Pendapatan Daerah 

masih kekurangan sarana terutama pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, baik  

untuk menunjang operasional maupun kondisi gedung kantor yang ada. Sarana dan 

prasarana yang tersedia belum sesuai dengan standar yang harus dipenuhi untuk pelayanan 

publik. 
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II.3.  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pengukuran kinerja berikut merupakan pengukuran kinerja perangkat daerah 

sebelum pemisahan yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengingat 

Badan Pendapatan Daerah baru saja dibentuk. 

Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target kinerja 

kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan 

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Metode pengukuran kinerja 

yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target 

kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil 

pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan 

Keuangan Daerah. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian 

kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau 

penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani 

target kinerja pada masing-masing indikator yang telah ditentukan.  

Sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang 

terdiri dari 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Meningkatnya 

Kualitas APBD Kabupaten/Kota; 3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah; 4) 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi. 

Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah 

satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan 

setiap indikator kinerja  pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang 

melaksanakan program dan kegiatan yang relevan. 

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang 

disesuaikan dengan sasaran yang telah digambar diatas maka perlu dibandingkan antara 

perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang 

telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah.  Hal ini juga 

akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program 

dan kegiatan oleh Badan Keuangan Daerah. 
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Tabel berikut ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah 

Tahun 2020. 

Tabel 3.  Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 

NO. SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
PENGUKURAN KINERJA 

TARGET REALISASI 

1 Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Opini BPK WTP WTP 

2 Meningkatnya Kualitas 
APBD Kabupaten/ 
Kota 

Persentase Kabupaten/ 
Kota dengan Opini WTP 

100 100 

3 Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentase Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 

-8,14 -3,31 

4 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik 

5 Meningkatnya Tata 
Kelola Organisasi 

Nilai Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 

A A 

Sumber: LAKIP Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar Tahun 2020 

 

Untuk evaluasi Renstra periode sebelumnya, yang dievaluasi adalah Renstra Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perangkat daerah sebelum 

dilakukan pemisahan Badan menjadi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah.  Adapun capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 

2016-2020 ini ditampilkan pada Tabel 4 (Tabel T-C.23) berikut ini:
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Tabel 4 (Tabel T-C.23).  Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1 Opini Laporan 
Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Realisasi PAD (angka 
dalam juta)

     1,894,690.00      2,062,775.00      2,343,569.00      2,375,931.00      2,174,615.00      1,964,149.00      2,134,010.00      2,275,090.00      2,328,433.00      2,255,073.00 103.67      103.45      97.08        98.00        103.70      

3 Persentase Kab/Kota 
dengan opini WTP

70.00 85.00 90.00 95.00 100.00 89.47 100.00 94.74 100.00 127.82 117.65 105.26 105.26

4 Indeks Kepuasan 
Masyarakat

- Baik Baik Baik Baik - Baik Baik Baik Baik - 100.00 100.00 100.00 100.00

5 Nilai  Evaluasi 
Akuntabil itas Kinerja

- BB BB BB BB - BB A A A - 110.00 110.00 110.00 110.00

- Fisik : 100% Fisik : 100% Fisik : 100% Fisik : 100% - Fisik : 100% Fisik : 100% Fisik : 100% - 100.00 100.00 100.00

Keuangan : 92% Keuangan : 95 Keuangan : 95 Keuangan : 97 Keuangan : 
88,44%

Keuangan : 
93,79

Keuangan : 
92,51

- 96.13 98.73 97.38

TARGET 
INDIKATOR 

LAINNYA

TARGET 
IKK

INDIKATOR KINERJA 
SESUAI TUGAS DAN 

FUNGSI 
PERANGKAT 

DAERAH

Persentase Capaian 
Realisasi Fisik dan 
Keuangan 
Pelaksanaan 
Program/Kegiatan

NO

6

TARGET 
NSPK

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO REALISASI CAPAIAN TAHUN
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Tabel 5 (Tabel T-C.24). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
 

NO URAIAN PROGRAM
ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN

RATA-RATA 
PERTUMBUHAN

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 ANGGARAN REALISASI

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan
Program Perencanaan, 
Pengelolaan, Pengawasan dan 
Pengendalian Kegiatan dan 
Aset
Program Peningkatan 
Pendapatan Daerah

Program Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten / Kota

Program Peningkatan 
Pelayanan Publik

Jumlah

1 9,060,950,145 9,171,907,057 8,718,175,572 11,685,085,360 10,856,269,767 8,617,264,679 8,675,503,770 8,373,867,297 11,188,326,889 10,344,570,679 95.10 94.59 96.05 95.75 95.29 5.80 5.82

2 9,650,722,805 5,256,073,459 16,702,049,078 6,593,819,476 5,643,027,137 8,677,485,554 4,441,248,820 15,973,895,058 6,064,329,864 5,098,102,970 89.92 84.50 95.64 91.97 90.34 24.32 33.22

3 174,420,000 173,880,000 202,070,530 206,250,000 194,250,000 154,960,000 146,895,000 201,038,400 200,040,895 185,102,000 88.84 84.48 99.49 96.99 95.29 3.04 5.92

4 53,182,000 61,812,000 40,864,000 334,098,000 0 29,713,565 35,667,800 34,687,001 290,453,856 0 55.87 57.70 84.88 86.94 #DIV/0! 149.98 163.66

5 1,383,685,100 1,633,573,700 1,797,790,328 2,041,286,592 1,628,275,680 1,338,391,970 1,483,282,390 1,635,262,646 1,980,512,314 1,537,393,057 96.73 90.80 90.96 97.02 94.42 5.36 4.95

6 497,247,450 430,389,834 86.55 89.73 #DIV/0! #DIV/0!

7 11,034,379,750 9,258,600,300 8,097,838,030 6,940,473,189 5,591,976,645 10,147,301,146 8,193,427,759 7,266,422,294 6,339,675,290 5,002,235,788 91.96 88.50 92.09 91.34 89.45 -15.59 -16.10

8 4,856,491,500 4,674,090,050 5,617,670,709 5,910,726,370 5,135,895,691 3,951,417,343 3,745,201,006 5,173,286,458 5,096,525,807 4,662,443,220 81.36 80.13 87.87 86.23 90.78 2.13 5.73

9 719,840,000 666,888,000 611,956,026 735,504,800 417,237,815 664,713,023 612,164,243 537,714,171 696,519,629 401,414,518 92.34 91.79 93.74 94.70 96.21 -9.67 -8.23

10 2,395,800,924 2,054,306,706 1,240,180,600 2,245,740,255 1,909,804,080 1,139,770,717 93.79 92.97 91.90 -26.94 -27.64

36,933,671,300 31,394,072,016 44,184,215,197 36,501,550,493 30,707,113,335 33,581,247,280 27,763,780,622 41,441,913,580 33,766,188,624 28,371,032,949 90.92 88.44 93.79 92.51 92.39
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Pasal 30 Pendapatan Daerah diklasifikasikan atas 3 (tiga) 

kelompok, yaitu:  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.  

2. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat 

dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, 

Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. 

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas 

Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.  

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-

Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Sehubungan dengan tambahan kewenangan daerah provinsi sebagai implikasi dari 

pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara laian 

urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, dan Pendidikan, 

mengakibatkan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Penambahan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat sebagai yang dijelaskan di atas 

mengakibatkan peningkatan Pendapatan Dana Alokasi Umum yang signifikan. Hal ini 

terjadi karena jumlah ASN merupakan salah satu indikator dalam penentuan besarnya 

Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke daerah. Akibat penambahan jumlah pegawai 

tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, 

yang juga meningkat signifikan.  

Tambahan kewenangan provinsi yang diikuti dengan penambahan ASN sebagaimana 

yang dijelaskan di atas mengakibatkan terjadi peningkatan Pendapatan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat yang signifikan tahun 2017, yaitu dari Rp4.624.611,99 juta tahun 

2016 menjadi  Rp6.066.826,85 juta tahun 2017.  Peningkatan pendapatan tersebut terutama 



Renstra BAPENDA Prov. Sumbar 2021-2026                Page 48 

 

berasal dari Pendapatan Transfer yang meningkat dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 

menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami 

peningkatan yang relatif stabil, tetapi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami 

penurunan dari Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp15.804,15 juta tahun 2017. 

Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan penurunan Pendapatan 

Daerah sebesar Rp26.271,45 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal 

dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Rp2.328.432,87 juta tahun 2019 menjadi 

Rp2.255.072,99 juta tahun 2020. Sebaliknya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

mengalami peningkatan dari Rp16.235,77 juta tahun 2019 menjadi Rp62.102,58 juta tahun 

2020. Sedangkan Pendapatan Transfer relatif tidak mengalami perubahan yang berarti. 

Analisis data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan rata-rata yang rendah, hanya sebesar 

2,63% per tahun, yaitu dari Rp 6.066.826,85 juta tahun 2017 menjadi Rp 6.390.337,20 juta 

tahun 2019. Dari 3 (tiga) sumber Pendapatan Daerah, pertumbuhan rata-rata per tahun 

yang lebih tinggi dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan 

sebesar 4,46%, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

masing-masing mengalami pertumbuhan 1,63% dan 1,36%.  

Jika digunakan data tahun 2016-2020, pertumbuhan Pendapatan Transfer jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan 2 (dua) sumber Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat lainnya. Pendapatan Transfer naik dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 menjadi 

Rp4.046.890,19 juta tahun 2020, atau tumbuh 11,50% per tahun. Sebaliknya, Pendapatan 

Asli Daerah mengalami peningkatan dari Rp1.964.148,97 juta tahun 2016 menjadi          

Rp2.255.072,99 juta tahun 2020, atau tumbuh 3,51% per tahun. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sedikit lebih rendah yaitu sebesar 10,37%; dari 

Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp 62.102,58 juta tahun 2020.  

Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 

2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Grafik 1. Grafik Pendapatan Daerah 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) 

2016 2017 2018 2019 2020

Pendapatan Asli Daerah 1.964.149 2.134.011 2.275.090 2.328.433 2.255.073

Pendapatan Transfer 2.618.608 3.917.012 4.002.064 4.045.669 4.046.890

Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah 41.855 15.804 15.133 16.236 62.103

Jumlah Pendapatan Daerah 4.624.612 6.066.827 6.292.288 6.390.337 6.364.066
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Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 yang lebih rendah 

dibandingkan dengan 2 (dua) sumber Pendapatan Daerah lainnya, mengakibatkan 

ketergantungan sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah 

Pusat atau dari sumber lainnya semakin tinggi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan 

Daerah tahun 2016 adalah 42,47% dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya 

hingga menjadi 35,43% pada tahun 2020. 

Sebaliknya, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari 56,62% tahun 2016 

menjadi menjadi 63,59% tahun 2020. Dengan demikian, perbedaaan kontribusi PAD 

dengan Pendapatan Transfer tahun 2016 menjadi semakin melebar sampai tahun 2020, 

sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut. 

Grafik 2. Grafik Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) 

 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 
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Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :  

a. Pajak Daerah  

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan 

pemerintah tingkat provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan 

dan Pajak Rokok.  

b. Retribusi Daerah  

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu, maka Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi 

Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden 

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat, PT Asuransi Askrida, PT Asuransi Jamkrida.  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari 

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, 

Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaaan, Pendapatan BLUD. 
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Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal 

dari Pajak Daerah. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami 

peningkatan. Secara rata-rata selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 

4,42% per tahun dari Rp1.522.119,23 juta tahun 2016 menjadi Rp1.809.809,96 juta tahun 

2020. Namun laju pertumbuhan Pajak Daerah ini cenderung mengalami tren penurunan. 

Laju pertumbuhan seperti ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang 

menunjukkan kecenderungan perlambatan dari 5,27 persen pada tahun 2016 menjadi 5,01 

pada tahun 2019. Karena secara konseptual, perkembangan sumber pendapatan Pajak 

Daerah dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian; semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi semakin tinggi pula pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah.  

 Pendapatan Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan, dimana tahun 2016 

berjumlah Rp19.362,26 juta dan meningkat menjadi Rp22.906,56 juta tahun 2017, tetapi 

kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Hal ini antara lain disebabkan 

perubahan pola pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan menjadi Badan Layanan 

Umum Daerah. Puncaknya tahun 2020 jumlah Pendapatan Retribusi turun sebesar 59,30% 

dari tahun sebelumnya, menjadi Rp7.926,60 juta tahun 2020. Penyebab utama penurunan 

tahun 2020 ini adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatasi 

dampak pandemi COVID-19. 

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil dan 

mengalami perkembangan yang tidak signifikan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp89.986,73 juta 

tahun 2016 menjadi Rp94.747,26 juta tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 

per tahun sebesar 1,30%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal 

dengan Bank Nagari, PT Askrida, dan PT Jamkrida Sumatera Barat. Sedangkan BUMD 

yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya belum mampu memberikan 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, perlu strategi dan kebijakan 

khusus agar semua BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat 

memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah Sumatera Barat umumnya dan 

meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya. Perkembangan 
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Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat 

dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 3. Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) 

 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 

Kecenderungan jumlah Pajak Daerah yang mengalami tren peningkatan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya sebagaimana 

tergambar pada Grafik 3.3, mengakibatkan kontribusi Pajak Daerah mengalami 

peningkatan. Jika tahun 2016 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

adalah 77,50%, meningkat menjadi 80,26% tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun kontribusinya mengalami penurunan 

dari tahun ke tahun, yaitu dari 16,94% tahun 2016 menjadi 15,19% tahun 2020. Kontribusi 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan, yaitu 

dari 4,58% tahun 2016 menjadi 4,20% tahun 2020. Selain memberikan kontribusi 

terendah, Retribusi Daerah juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 0,99% 

tahun 2016 menjadi 0,35% tahun 2020. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 

meningkatkan Retribusi Daerah selama ini belum berdampak signifikan. Oleh sebab itu, 

terobosan dan kebijakan yang lebih tegas harus dilakukan agar peningkatan Retribusi 

Daerah ke depan dapat dihasilkan. 

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Grafik 4. Grafik Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) 

 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 

 

Pendapatan Transfer 

Peningkatan jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari 7.854 orang 

tahun 2016 menjadi 20.942 orang tahun 2017 dikarenakan adanya pelimpahan pegawai 

(Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU 

SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi 

sebagai konsekuensi pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan berdasarkan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto PP Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, mengakibatkan peningkatan Pendapatan 

Tansfer dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 dan menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. 

Sedangkan peningkatan tahun-tahun berikutnya relatif sangat kecil sehingga tahun 2019 

menjadi Rp4.045.668,56 juta. Dengan demikian, antara tahun 2017-2019, Pendapatan 

Transfer mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,63%. 

Sumber utama Pendapatan Transfer ini berasal dari DAU dan DAK. Perhitungan 

DAK dalam pembahasan ini termasuk DAK Fisik dan Non Fisik. Analisis laju 

pertumbuhan per tahun menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan DAK tertinggi 

dibandingkan dengan 3 (tiga) sumber Pendapatan Transfer lainnya. Pertumbuhan rata-rata 

per tahun DAU adalah 1,52%, yaitu dari Rp2.014.646,64 juta tahun 2017 menjadi 

Rp2.076.398,19 juta tahun 2019. Sedangkan DAK mengalami pertumbuhan rata-rata 

sebesar 4,19% per tahun, yaitu dari Rp1.699.580,67 juta tahun 2017 menjadi 

Rp1.844.831,70 juta tahun 2019.  
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Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi Dampak Pandemi 

Covid-19, maka pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang berasal 

dari DAU mengalami penurunan Rp185.074,21 juta dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Tetapi, pada tahun yang sama, DAK mengalami peningkatan Rp120.692,23 

juta dari tahun sebelumnya. 

Komponen Pendapatan Transfer lainnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam yang mengalami penurunan yang signifikan antara 2017-2019, yaitu 

dari Rp152.435,93 juta menjadi Rp106.119,22 juta. Tetapi, tahun 2020 kembali naik 

menjadi Rp145.620,97. Untuk meningkatkan pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tahun-

tahun berikutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengupayakan agar setiap 

pelaku ekonomi yang beroperasi di Sumatera Barat menggunakan Nomor Pokok Wajib 

Pajak dengan alamat di Sumatera Barat agar pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah 

Pusat diterima kembali (Bagi Hasil) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Pendapatan Transfer lainnya yang berasal dari Dana Penyesuaian mengalami 

peningkatan relatif kecil yaitu sebesar 1,50%, dari Rp41.853,29 juta tahun 2016 menjadi 

Rp44.421,31 tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :  

Grafik 5. Grafik Realisasi Pendapatan Transfer 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) 

2016 2017 2018

 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak 134,500.32 152,435.93 131,766.54 106,119.22
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Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 
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Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi dan tidak banyak berubah, baik jumlah 

maupun perkembangannya. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pun relatif kecil. 

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 berjumlah Rp41.854,74 

juta dan terus mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun berikutnya, namun kembali 

mengalami peningkatan menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020, yang berasal dari 

Pendapatan Hibah. Gambar 8 menunjukkan perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah, sedangkan pada Gambar 9 dapat dilihat kontribusi sumber Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. 

Grafik 6. Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) 

 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 

Grafik 7.  Grafik Kontribusi Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) 

 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 
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II.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku perangkat daerah pelaksana 

penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait 

pemungutan pajak dan retribusi daerah khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai amanat dari Peraturan 

Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap Kendaraan Bermotor bekerja bersama dua institusi lain yaitu Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagai pihak pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

serta PT Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak pelaksana pemungutan asuransi atau 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).  Ketiga instansi 

tersebut berupaya memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat/wajib pajak 

yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentu tidak terlepas dari permasalahan-

permasalahan baik dalam peningkatan pendapatan maupun kinerja pelayanan dari faktor 

eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pendapatan daerah.   

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya peningkatan pengembangan 

pelayanan dimaksud, yaitu: 

1. Tingkat ketergantungan pendapatan daerah sampai saat ini terhadap penerimaan dari 

sektor pajak daerah sangat tinggi, tidak diimbangi dengan jumlah alokasi belanja 

langsung yang diberikan oleh alokasi anggaran, hal ini dalam kebutuhaan 

penyelenggaraan keinerja pelayanan tidak dapat dipenuhi maka akan berdampak pada 

pelayanan yang diperoleh masyarakat tidak optimal. 

2. Pemotongan langsung terhadap pajak rokok sebagai bentuk inovasi pemerintah pusat 

untuk menutupi defisit JKN menyebabkan PAD dari sektor pajak rokok berkurang. 

3. Belum terdapat mekanisme validasi atas pajak daerah yang bersifat  self assesment 

khususnya pajak bahan bakar  kendaraan bermotor. 

4. Mekanisme registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor belum sepenuhnya 

memanfaatkan teknologi informasi sehingga prosesnya lebih lama. 
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Disamping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang untuk mengembangkan 

pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu:  

1. Pelaksanaan otonomi daerah. 

2. Kemajuan dan pemanfaatan IPTEK. 

3. Infrastruktur teknologi informasi semakin maju dan merata sehingga pengembangan 

pelayanan kedepan akan lebih dialihkan pada model bekerjasama dengan mitra 

berbasis teknologi informasi. 

4. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi 

informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan 

pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efesien. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

 

III.1. Identifikasi  Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, baik  dari faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat 

menjadi unsur kekuatan maupun kelemahan dalam suatu organisasi. 

Unsur-unsur kekuatan hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat antara lain:  

1. Adanya Peraturan Daerah yang menyokong pemungutan pendapatan daerah. 

2. Memiliki sistem dan jaringan teknologi informasi yang telah terintegrasi pada semua 

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sehingga dapat meningkatkan layanan pajak. 

3. Adanya koordinasi dan integrasi antara institusi terkait. 

Sedangkan faktor internal yang menjadi kelemahannya antara lain: 

1. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan yang 

semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek pajak serta aset 

sarana dan prasarana pendukung. 

2. Beberapa gedung UPTD SAMSAT yang kurang representatif, kondisinya tidak 

memadai karena kondisi lahan yang sempit dan usia bangunan yang perlu peremajaan 

sehingga kurang optimal memberikan pelayanan kepada wajib pajak. 

3. Kekurangan sumber daya aparatur pada UPTD/SAMSAT ada yang merangkap 

tugasnya. 

4. Operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau pelayanan di pelosok 

karena satu mobil digunakan untuk dua UPTD/SAMSAT 

Permasalahan dalam  pengelolaan pendapatan daerah antara lain: 

1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah. 

2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi daerah (non 

konvensional) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. 
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3. Belum semua aset daerah dapat termanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan 

daerah.  

4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. 

5. Perumusan dokumen potensi PAD belum optimal. 

6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pajak daerah. 

7. Kualitas ASN belum maksimal. 

8. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik. 

Mengingat Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan 

pelayanan publik, maka isu-isu strategis dalam pendapatan daerah antara lain:  

1. Tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efesien, efektif, dan transparan. 

2. Kontribusi pendapatan daerah yang bertumpu dari pajak daerah. 

3. Profesional ASN perlu ditingkatkan. 

4. Sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal perlu 

ditingkatkan. 

Tabel 6 (Tabel T-B.35). Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah 

No. Masalah Pokok

1 2

1 Tingkat kesadaran masyarakat yang masih 
kurang untuk membayar pajak

2 Regulasi perpajakan yang masih dianggap rumit/ 
berbelit bagi wajib pajak

2 Belum optimalnya 
pengawasan dan 
pengendalian pajak daerah

1 Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian 
pajak daerah

1 Kurangnya pelaksanaan diklat/ bimtek/pelatihan 
untuk peningkatan kualitas ASN

2 Pemetaan ASN belum sesuai dengan 
kemampuan masing-masing

4 Sarana dan prasarana 
pelayanan publik belum  
memadai

1 Belum  optimalnya ketersediaan sarana dan 
prasarana sesuai yang dibutuhkan

1 Jumlah objek retribusi yang dipungut masih 
terbatas

2 Kontribusi pendapatan daerah yang bertumpu 
dari pajak daerah

3 Belum semua aset daerah 
dapat termanfaatkan dalam 
rangka peningkatan 
pendapatan daerah

1 Belum optimalnya 
pengawasan  dan 
pengendalian pajak dan 
retribusi daerah

1 Potensi pajak yang belum sepenuhnya digali 
sehingga perlu adanya perbaikan basis data 
objek pajak

Penerimaan pajak dan 
retribusi daerah belum 
optimal

2

Belum optimalnya 
pengelolaan pendapatan  
daerah

Masih rendahnya kontribusi 
pendapatan daerah diluar 
pajak dan retribusi daerah 
(non konvensional)

1

3

1

Masalah Akar Masalah

3 4

1 Rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak

Kualitas ASN belum  
maksimal
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III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih 

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang 

dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. 

Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka 

visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan 

pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah 

bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi 

Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama 

masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi 

gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada 

kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-

2026. 

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi, misi dan program pembangunan 

jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah: 

A.  Visi 

Visi pembangungan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah 

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. 

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan 

keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu 

pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 

khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-

2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi 

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut: 

 Masyarakat Madani 

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan 

kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, 

menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan 

peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu 

selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan 

dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral. 
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 Sumatera Barat Yang Unggul 

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang 

luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani 

lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi 

masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. 

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang 

memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya 

pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di 

tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai 

oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya 

pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya  pertanian, 

industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat. 

 Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang 

tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan 

sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat 

melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang yang 

menjadi perhatian utama kita dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah 

Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. 

Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan 

me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. 

Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada 

masyarakat. Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar 

nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang 

akan datang. 

B.  Misi 

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, 

dan berdaya saing.  
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2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat 

Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. 

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan 

dan perikanan. 

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi 

berbasis digital. 

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan 

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang  bersih, 

akuntabel serta berkualitas. 

Dari 7 (tujuh) misi di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

mengemban misi ke-7, yaitu misi: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”. Misi ini bertujuan untuk “Terwujudnya 

Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, dan sasaran yang 

terkait dengan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah adalah “Terwujudnya Kualitas 

Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. 

 
Tabel 7. Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 

yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

TUJUAN SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
SATUAN

TARGET OPD 
PENANGGUNG 

JAWAB2022 2026

Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel 
serta Berkualitas

Terwujudnya 
kualitas tata 
kelola 
pemerintah 
dengan aparatur 
yang melayani

IK: indeks 
reformasi 
birokrasi

Terwujudnya 
kualitas tata 
kelola birokrasi 
yang bersih 
dan akuntabel

Kontribusi PAD 
terhadap 
pendapatan 
daerah

Persentase 37,84 41,00 - Bapenda
- OPD terkait
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III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota 

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk 

mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting 

dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra perangkat 

daerah Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan 

sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan 

Provinsi, Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat tidak dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholder 

lainnya seperti legislatif, instansi vertikal di wilayah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah 

Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha juga berkewajiban untuk 

melaksanakan program-program pembangunan dalam RPJMD 2021-2026. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Sumatera 

Barat berkewajiban menyusun renstra dengan muatan tujuan, sasaran,strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan pokok serta prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan 

sampai akhir perode RPJMD tahun 2026. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian 

perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut serta mendukung Program 

Nasional Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan 

Keuangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang tata cara pemotongan 

pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program JKN dalam penghitungan target 

penerimaan pajak rokok. 

Berdasarkan hasil telaah terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya  dan 

kondisi pada saat ini ditemukan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorongnya 

penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut : 
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Tabel 8.  Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 

Keberhasilan Penanganannya 

Penghambat Pendorong

Belum optimalnya penerimaan 
PAD

Tingkat ketergantungan 
terhadap pajak daerah 
sangat tinggi

Sektor pajak daerah masih 
berpeluang tumbuh dengan 
kapasitas terbatas

Penerimaan retribusi daerah 
belum optimal

Jumlah objek retribusi 
yang dipungut terbatas

Masih banyak objek 
retribusi yg belum 
dimanfaatkan

Belum optimalnya kualitas 
pelayanan di SAMSAT

Tingkat ketersidiaan sarana 
dan prasarana belum 
optimal

Dukungan dari stakeholder

Rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak

Tingkat kesadaran 
masyarakat yang masih 
kurang dalam membayar 
pajak

Adanya kerjasama dengan 
mitra kerja

2. Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah

Kualitas ASN belum maksimal Pemetaan ASN belum 
sesuai dengan kemampuan 
masing-masing

Dapat ditingkatkan melalui 
diklat/pelatihan

3. Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Organisasi

Konsistensi antara dokumen 
perencanaan dengan 
penganggaran belum optimal

Kerangka pendanaan 
disusun sesuai dengan 
skala prioritas tertinggi

Memprioritas unsur 
pelayanan publik

FaktorNo.

1.

Sasaran Jangka Menengah 
Renstra Bapenda              

Prov. Sumbar
Meningkatnya Pendapatan 
Asli Daerah

Permasalahan Pelayanan

 

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pendapatan Daerah  

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bapenda yang ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI diantaranya sebagai berikut:  

Tabel 9.  Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Berdasarkan Sasaran Kemendagri RI beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No.
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra Kemendagri RI
Permasalahan Pelayanan 

pada Bapenda Prov. sumbar

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatnya kualitas 
pengelolaan pajak daerah dan 
retribusi daerah serta lain-lain 
pendapatan daerah yang sah

Belum optimalnya penerimaan 
PAD

Tingkat ketergantungan 
terhadap pajak daerah 
sangat tinggi

Sektor pajak daerah masih 
berpeluang tumbuh dengan 
kapasitas terbatas

Penerimaan retribusi daerah 
belum optimal

Jumlah objek retribusi 
yang dipungut terbatas

Masih banyak objek 
retribusi yg belum 
dimanfaatkan

Belum optimalnya kualitas 
pelayanan di SAMSAT

Tingkat ketersidiaan sarana 
dan prasarana belum 
optimal

Dukungan dari stakeholder

Rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak

Tingkat kesadaran 
masyarakat yang masih 
kurang dalam membayar 
pajak

Adanya kerjasama dengan 
mitra kerja
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III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis 
 

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud struktural dan pola 

pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi 

Sumatera Barat. Pengembangan pola ruang dalam sistem tata ruang sangat berkaitan 

dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai 

dampak ramah lingkungan sehinga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan 

pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya 

pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. 

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor  yang menjadi perhatian adalah 

polusi baik itu polusi air, udara, maupun tanah. Kaitan aspek lingkungan hidup terhadap 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah terjadinya kerusakan 

lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor. Salah satu bentuk kerusakan 

lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor adalah terjadinya polusi udara, dimana 

tingkat pencemarannya meningkat setiap tahun. Peningkatan tersebut salah satunya 

disebabkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak berwewenang untuk 

membatasi jumlah kendaraan, serta menetapkan regulasi tentang batasan emisi gas buang 

kendaraan bermotor, sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

kebersihan udara. Namun alternatif tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kerusakan dimaksud diantaranya adalah memberlakukan Pajak Progresif pada 

kepemilikan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua lebih dari satu berdasarkan 

Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk 

mempengaruhi minat masyarakat untuk memiliki lebih dari  satu jenis kendaraan yang 

sama dalam satu keluarga, mengingat pajak yang akan dibayarkan juga bertambah. 

III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Pelimpahan beberapa kewenangan urusan Pemerintah Daerah dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada semakin meningkatnya 

kebutuhan belanja dan penyelenggaraaan urusan pemerintahan tersebut. Dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah, daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi 

terhadap pajak daerah. Sedangkan disatu sisi kewenangan  pemungutan PAD Pemerintah 
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Provinsi bersifat close list, bahkan ada beberapa sumber pendapatan tidak lagi bisa 

dipungut karena kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berpotensi 

besar untuk memperlebar gap antara kebutuhan pembangunan dangan penerimaan 

pendapatan. Sehingga diperlukan strategi agar dapat menjaga kesimbangan antara belanja 

dengan pendapatan dan menjaga kepastian penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin 

terlaksananya program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk untuk melaksanakan 

fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, dengan  konsentrasi pemungutan 

PAD. Fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pendapatan daerah berada 

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, disamping itu Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi 

pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis 

operasional pemungutan  dan pelaporan.  

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun 

kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. 

Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan 

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan 

memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

        Adapun isu-isu strategis sebagai berikut: 

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi 

daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan yang sah. 

2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor 

3. Peningkatan kualitas pelayananan berbasis teknologi informasi 

4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran kelembagaan 

5. Peningkatan profesional ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

6. Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan 

daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya 

Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan“, maka untuk mewujudkan 

visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil 

dan berdaya saing. 

2.   Meningkatkan  tata  kehidupan  sosial   kemasyarakatan   berdasarkan   falsafah  

Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. 

3.   Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan. 

4.  Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi 

berbasis digital. 

5.   Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan 

6.  Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 

7.  Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang  bersih, akuntabel 

serta berkualitas. 

Dalam misi RPJMD tersebut Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam misi 7 

(tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang  

Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.  

Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu :  

1. Meningkatnya kualitas tata  kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. 

2. Meningkatnya kapabalitas birokrasi. 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

Dari visi, misi dan tujuan serta sasaran RPJMD tahun 2021-2026 maka tujuan yang 

akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah: 

1. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan 

2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani 
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Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukan tingkat 

prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar 

penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 10 (Tabel T-C.25). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IK. Tujuan :

Kontribusi PAD 
terhadap pendapatan 
daerah (dalam %)

35,47 37,84 38,25 39,56 40,75 41,00

1. Meningkatnya IK. Sasaran :
Pendapatan Asli Daerah Persentase 

Peningkatan PAD
3,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

 2. Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik

B = 79,06 B = 80,00 B = 80,50 B = 81,00 B = 81.50 B = 82,00

IK Tujuan :

1. Nilai Akuntabilitas  
Kinerja

A = 84,32 A = 85,00 A = 85,50 A = 86,00 A = 86,50 A = 87,00

1.  Meningkatnya IK Sasaran:
Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja OPD

A = 84,32 A = 85,00 A = 85,50 A = 86,00 A = 86,50 A = 87,00

1 Meningkatnya 
Kontribusi PAD 
terhadap Pendapatan 

IK Sasaran:
Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat

2 Meningkatnya 
Organisasi yang 
Akuntabel dan 
Melayani

No. Tujuan Sasaran
Indikator 

Tujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat berdasarkan permasalahan dan isu strategi yang ada serta berdasarkan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka strategi Badan Pendapatan Daerah dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 11 (Tabel T-C.26). Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

VISI      : Terwujudnya Sumatera Barat Yang Unggul Dan Madani 

MISI 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang  Bersih,  
 Akuntabel dan Berkualitas 

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 

1. Meningkatnya 
Kontribusi 
PAD terhadap 
Pendapatan 

1. Kontribusi 
PAD terhadap 
Pendapatan 
daeah 

1. Optimalisasi penerimaan 
pajak daerah, Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan, Lain-lain PAD 
Yang Sah 

 

1. Meningkatkan 
akurasi data objek 
pajak kendaraan 

2. Menyesuaikan 
besaran nilai jual 
kendaraan bermotor 

3. Penegakan hukum 
terhadap regulasi 
pemungutan  pajak 
daerah 

4. Mendorong 
stakeholder dalam 
evalausi terhadap 
regulasi terkait 
pemungutan pajak 
daerah 

5. Mengoptimalkan 
kinerja Sistem 
Administrasi 
Manunggal Satu Atap 
(SAMSAT) 

6. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
pelayanan Retribusi 
Jasa Umum, Jasa  
Usaaha dan Perizinan 
Tertentu dengan 
mengimplementasi 
Teknologi Informasi 

7. Mengoptimalkan 
aset-aset pemerintah 
daerah yang masih 
idle dan berpotensi 
sebagai sumber 
penerimaan 
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8. Menentukan asumsi 
dalam perhitungan 
target PAD 

9. Mengoptimalkan 
penerimaan  retribusi 
jasa usaha 

10. Evaluasi terhadap 
kebijakanyang 
mendasari penetapan  
harga pasaran umum 
sebagai dasar 
penghitungan nilai 
jual kendaraan 
bermotor 

11. Mengoptimalkan 
pengawasan atas 
laporan pajak yang 
bersifat self 
assessment 

 
2. Meningkatnya 

Organisasi 
yang 
Akuntabel dan 
Melayani 

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Organisasi 

2. Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Organisasi 

1. Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penganggaran  dan 
pelaporan 

2. Meningkatnya 
akuntabilitas pelaporan 
keuangan 

3. Peningkatan sarana dan 
prasarana penunjang 
pelayanan 

1. Menetapkan dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran sesuai 
dengan prioritas 
daerah 

2. Mengoptimalkan  
pelaksanan 
rekonsiliasi  belanja 
langsung 

3. Memetakan ASN 
sesuai dengan potensi 
masing-masing 

4. Melaksanakan 
pendidikan dan 
pelatihan/bimbingan 
teknis bagi ASN 

5. Mengoptimalkan  
pemenuhan  sarana 
dan prasarana 
penunjang pelayanan 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 
Dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan distribusi indikator 

kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui penjabaran program dan 

kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun dari tahun 2021-2026.  

Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan : 

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah 

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan : 

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja kelompok 

sasaran dan pendanaan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 11 (Tabel T-C.27) terlampir.
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Tabel 12 (Tabel T-C.27). Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat erat kaitannya 

dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan 

dokumen RPJMD sebagai acuan dalam menetapkan indikator kinerja Badan Pendapatan 

Daerah sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 

Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga 

konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tugas, dan sasaran RPJMD dengan 

Renstra Bapenda. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah harus diarahkan untuk 

mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah yang 

tercantum dalam RPJMD. 

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengacu 

kepada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 13 (Tabel T-C.28). Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan 
Sasaran RPJMD 

 

No INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA AWAL 

PERIODE 
RPJMD 

2021 

TARGET KINERJA TIAP TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026  

Kondisi 
Kinerja pada 
Akhir Periode 
RPJMD (2026) 

1. Kontribusi 
PAD Terhadap 
Pendapatan 
(%) 
 

35,47 37,84 38,25 39,56 40,75 41,00 41,00 
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Tabel 14 (Tabel T-C.28). Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan 
Sasaran RPJMD 

 

No INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA AWAL 

PERIODE 
RPJMD 

2021 

TARGET KINERJA TIAP TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 
(2026) 

1. 
 
 
 
2. 

Rasio PAD 
terhadap PDRB 
(%) 
 
Persentase 
Peningkatan 
PAD (%) 
 

1,81 
 
 
 

3,4 

1,83 
 
 
 

7,2 

1,85 
 
 
 

7,2 

1,85 
 
 
 

7,2 

1,88 
 
 
 

7,2 

1,89 
 
 
 

7,2 

1,89 
 
 
 

7,2 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan 

dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2021-2026 yang 

disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah 

dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas 

dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai 

dalam periode 2021-2026. 

 Mengacu pada hasil analisis visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 

serta tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mengimplementasikan 

misi ketujuh sehingga tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 

2021-2026 yaitu (1) Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan dengan sasaran  

a) Meningkatnya pendapatan asli daerah, dan b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

dan (2) Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani dengan sasaran a) 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dan b) Meningkatnya kualitas pelayanan 

organisasi. 

 Dengan disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2021-2026 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan progran dan kegiatan serta menjadi acuan 

dalam proses perencanaan perangkat daerah secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan 

tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang 

dicanangkan. Dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dokumen 

perencanaan tahunan.
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